
Jurnal Benefita 5(1) Februari 2020 (101-112) 

 

LLDIKTI Wilayah X  101 
 

OPTIMALISASI UNIT USAHA BUMDES HARAPAN JAYA 

BERDASARKAN POTENSI LOKAL DI DESA PAGELARAN 
 

Ulul Hidayah1), Sri Mulatsih2) dan Yeti Lis Purnamadewi3) 
123Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia 

email: 1ulul_hidayah@apps.ipb.ac.id 
2mulatsupardi@gmail.com 

3yetilispurnama@yahoo.com 

 
ABSTRACT 

This study aims to explore the local potential in Desa Pagelaran and determine the business units of 

BUMDes based on local potential. This research method uses qualitative and quantitative descriptive 

analysis to identify the potential of local villages. Data to identify local potential obtained from 

interviews, observation, literature review. Whereas to choose a new business unit, the Promethee 

method is used with data obtained from the results of the FGD. The results showed that the local 

potential of Desa Pagelaran is a business in the field of footwear. The footwear SME in Pagelaran 

Village has been developing for more than 15 years with a total of 89 units of business. Footwear 

business in Desa Pagelaran has not developed rapidly due to several constraints, namely labor, 

business, and business capital. The capital of footwear MSMEs is still very dependent on capital 

owners, namely middlemen and wholesale stores. To develop the local potential, the role of the Village 

Government and BUMDes is needed. BUMDes must be able to replace the role of middlemen by 

forming a new business unit, namely the marketing of MSME products. BUMDes need to build 

partnerships with large fashion companies as markets. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi lokal di Desa Pagelaran serta menentukan unit usaha 

BUMDes berbasis potensi lokal. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif untuk mengidentifikasi potensi lokal desa. Data untuk mengidentifikasi potensi lokal 

diperoleh dari hasil wawancara, obeservasi, kajian literatur. Pemilih unit usaha baru menggunakan 

metode Promethee dengan data yang diperoleh dari hasil FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

potensi lokal Desa Pagelaran adalah usaha di bidang alas kaki. UMKM alas kaki di Desa Pagelaran 

telah berkembang lebih dari 15 tahun dengan jumlah usaha sebanyak 89 unit. Usaha alas kaki di Desa 

Pagelaran belum berkembang pesat karena adanya beberapa kendala yaitu tenaga kerja, persaigan 

usaha, dan permodalan usaha. Permodalan UMKM alas kaki masih sangat bergantung pada pemilik 

modal yaitu tengkulak dan toko grosir. Untuk mengembangakan potensi lokal tersebut maka 

dibutuhkan peran Pemerintah Desa dan BUMDes. BUMDes harus dapat menggantikan peran tengkulak 

dengan membentu unit usaha baru yaitu pemasaran produk UMKM. BUMDes perlu membangun 

kemitraan dengan perusahaan fashion besar sebagai pasar. 
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PENDAHULAN 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa mendefinisikan BUMDes adalah sebuah badan usaha yang modalnya (sebagian 

atau seluruh) dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa, yang 

kemudian dikelolah oleh masyarakatdan pemerintah desa (Ramadana et al., 2013). Pendirian 

BUMDes merupakan upaya dalam menampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan 

umum yang dikelolah oleh desa atau kerjasama antar desa. Pengelolaan BUMDes dilakukan 

dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa. BUMDes bertujuan untuk 

mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa, mengembangakan perekonomian desa agar 

bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014). Selain itu 

BUMDes memiliki peran penting untuk penedia layanan sosial bagi masyarakat dan membuka 

lapangan kerja melalui bekerjasama dengan pihak ketiga atau dengan desa lain (Adawiyah, 

2018). Ramadana et al. (2013) berpendapat bahwa BUMDes dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi Desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan 

Asli Desa (PADes). 

Melalui BUMDes masyarakat diharapkan dapat mengelolah keuangannya secara 

mandiri, dengan bantuan pemerintah berupa penyaluran dana desa yang berasal dari alokasi 

dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Murwadjiet al., 2017). BUMDes sebagai 

lembaga usaha mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, 

sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat (Dewi, 

2014). BUMDes berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa, memiliki 

multiplier effect yang luas, mengurangi jumlah penduduk yang tejerat rentenir karena BUMDes 

mampu memberikan kredit yang murah, serta mampu memberi kontribusi terhadap PADes, 

sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak (Gunawan, 2011). Kontribusi 

BUMDes terhadap PADes akan signifikan dengan pembangunan apabila masyarakat desa 

memiliki modal sosial yang kuat, meliputi organisasi desa, kepercayaan masyarakat, norma 

yang berlaku, dan jaringan yang mampu mendorong kemajuan pembangunan desa (Sidik, 

2015). 

BUMDes dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal desa dalam 

mendukung perkembangan ekonomi. Strategi dalam pembangunan ekonomi suatu wilayahnya 

harus bertumpu pada sumberdaya atau potensi lokal (Elisa & Santoso, 2017). Menurut Soleh 

(2017) Potensi lokal di desa adalah segala daya, kekuatan dan kemampuan dari berbagai aspek 

yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan pembangunan. 

Pembangunan ekonomi di tingkat desa tidak dapat dipisahkan dari pembagunan usaha berskala 

kecil dan menengah (Tambunan, 2009). BUMDes dapat memberikan pinjaman dana untuk 

modal usaha, dan juga sebagai penampung produk usaha UMKM yang mengalami kesulitan 

pemasaran (Agunggunanto et al., 2016). 

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang memiliki peran aktif dalam pembentukan 

BUMDes. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor menyatakan 

terdapat 416 Desa dengan jumlah BUMDes sebanyak 380 desa. Hal ini menunjukkan bahwa 

semangat pembangunan ekonomi desa sangat baik. Desa Pagelaran adalah salah satu desa yang 

memiliki BUMDes sejak tahun 2015 yang disebut dengan BUMDes Harapan Jaya. BUMDes 

Harapan Jaya telah mendapatkan banyak modal dari berbagai sumber, baik dari Alokasi Dana 

Desa (ADD), Dana Desa (DD), maupun dana hibah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Selama 3 tahun berjalan BUMDes Harapan Jaya belum 
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memberikan kontribusi terhadap PADes (Hidayah et al., 2019). Hal ini dimungkinkan karena 

pengembangan BUMDes Harapan Jaya belum sesuai dengan potensi lokal. Oleh karena itu, 

tujuan dari penelitian ini adalah melihat kondisi potensi lokal Desa Pagelaran serta menentukan 

unit usaha baru pada BUMDes Harapan Jaya yang sesuai dengan potensi lokal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Desa Pagelaran memiliki 

potensi lokal dibidang UMKM alas kaki. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) Kabupaten Bogor pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 62 unit usaha 

alas kaki dengan produksi 15403 pasang/bulan. Oleh karena itu, Desa Pagelaran ditetapkan 

sebagai salah satu sentra industri alas kaki di Kabupaten Bogor. Desa Pagelaranjuga memiliki 

BUMDes diberi nama Harapan Jaya yang merupakan BUMDes teraktif di Kecamatan 

Ciomas.BUMDes Harapan Jaya berdiri sejak tahun 2015 disahkan dengan Peraturan Desa 

Pagelaran nomor 1 tahun 2015.Pelaksana BUMDes telah mendapatkan pelatihan atau 

bimbingan teknis dalam pengelolahan BUMDes secara langsung oleh Kementerian Desa, 

PDTT. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2019.   

Dalam mengidentifikasi potensi lokal desa dilakukan dengan wawancara kuesioner dan 

observasi di lapangan. Identifikasi karakteristik potensi lokal didasarkan pada aspek-aspek 

strategi dalam pengembangan usaha yang meliputi, tahun berdirinya usaha, tenaga kerja, 

struktur organisasi, bahan baku, aset, produk (output), pemasaran, promosi, modal, 

pendampingan usaha, kemitraan usaha, keberadaan kelompok usaha, dan manajemen usaha. 

Responden dalam identifikasi potensi UMKM alas kaki adalah pengrajin alas kaki. Analisis 

dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode grafik dan tabulasi. 

Metode analisis data yang digunakan dalam pemilihan unit usaha BUMDes adalah 

PROMETHEE. Metode ini menggunakan konsep perangkingan beberapa alternatif sebagai 

dasar pengambilan keputusan (Nofriansyah & Defit, 2017). Dalam pengambilan keputusan 

data yang digunakan bersumber dari data primer hasil focus group discussion (FGD). 

Responden dipilih secara sengaja yang meliputi 3 komponen pengelola BUMDes, komisaris, 

pelaksana operasional, pengawas dan pelaku usaha alas kaki.  

Pada penelitian ini untuk menetukan unit usaha suatu BUMDes digunakan 3 indikator 

utama yaitu tingkat kepentingan, keuangan dan sumber daya manusia. Pada indikator tingkat 

kepentingan terdapat kriteria kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi UMKM, tingkat 

resiko usaha jika dijalankan, dan besar pengaruh yang diperoleh jika suatu usaha dijalankan. 

Pada indikator keuangan diukur dari besarnya modal dan besarnya biaya operasional yang 

dikeluarkan serta besarnya profit yang akan didapat ketika suatu usaha dijalankan. Sedangkan 

dari indikator sumberdaya manusia dinilai dari kriteria kesesuaian keterampilan dan tingkat 

pendidikan SDM yang dimiliki untuk menjalankan suatu usaha.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi Potensi Lokal Desa Pagelaran 

Hasil obeservasi menunjukkan jumlah industri alas kaki di Desa Pagelaran secara 

keseluruan ada 89 unit usaha. Angka ini mengalami peningkatan 44% jika dibandingkan 

dengan data dari Disperindag tahun 2016 yang menyatakan terdapat 62 unit usaha alas kaki di 

Desa Pagelaran. Sebaran lokasi usaha alas kaki di Desa Pagelaran berpusat pada RW 7, RW 8 

dan juga RW 11, meskipun di RW-RW lain juga terdapat usaha alas kaki dengan jumlah yang 

sedikit. Adapun sebaran lokasi usaha alas kaki di Desa Pagelaran ada pada Gambar 1. Industri 

alas kaki yang berkembang di Desa Pagelaran dibedakan berdasarkan skala usaha yaitu, usaha 

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dasar pengelompokan usaha industri alas kaki 

mengacu pada UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu 
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berdasarkan omset dalam satu tahun. Secara umum karakteristik masing-masing skala usaha 

terlihat pada Gambar 2.  

 

 
Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 1 

Peta sebaran lokasi usaha alas kaki di Desa Pagelaran 

 
 

 
Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 2 

Karakteristik usaha industri alas kaki berasarkan skala usaha di Desa Pagelaran 

 

Dilihat dari Gambar 2, karakteristik berdasarkan lama usaha maka secara umum berusia 

lebih dari 10 tahun yaitu 73% di usaha mikro, 69% diusaha kecil dan 100% di usaha menengah. 

Lama usaha ini menunjukkan bahwa usaha alas kaki di Desa Pagelaran sebagian besar 

dilakukan secara turun-temurun. Dengan usia pengusaha yang didominasi oleh usia 41-50 

tahun untuk usaha kecil dan menengah, dan didominasi oleh usia diatas 50 tahun untuk usaha 

mikro. Usaha mikro 45% dikelolah oleh pengusaha yang usanya diatas 50 tahun dengan lama 
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usaha yang rata-rata lebih dari 15 tahun. Usaha tersebut adalah usaha yang sempat menjadi 

usaha kecil bahkan menengah, namun sekarang sudah mengalami penurunan produktivitas.  

Sebagian besar pengusaha alas kaki ini menjadikan usaha tersebut sebagai pekerjaan 

utama, tanpa memiliki pekerjaan sampingan. Orientasi kewirausahaan usaha alas kaki juga 

sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orientasi kewirausahaan adalah suatu sikap 

pengusaha yang proaktif dalam berinovasi, memiliki keberanian mengambil resiko dalam 

menjalankan usaha (Silviasih et al., 2016). Pengusaha alas kaki di Desa Pagelaran belum 

memiliki inovasi usaha, serta tidak memiliki perencanaan dalam pengembangan usahanya. 

Padahal orientasi kewirausahaan sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan dan profitabilitas 

UMKM (Mahmood & Hanafi, 2013).Tidak adanya orientasi usaha yang baik dalam 

pengembangan usaha alas kaki di Desa Pagelaran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dari 

tingkat pendidikan pengusahanya pun didominasi oleh pengusaha yang berpendidikan Sekolah 

Dasar (SD) yaitu 73% untuk usaha mikro, 81% untuk usaha kecil dan 73% untuk usaha 

menengah. Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha alas kaki ini disebabkan oleh kondisi 

ekonomi yang memang kurang baik, serta pandangan bahwa menjalankan usaha alas kaki ini 

hanya membutuhkan keterampilan produksi yang tidak didapat di pendidikan formal. 

Bentuk usaha alas kaki baik usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah 

didominasi oleh usaha yang berbentuk bengkel. Usaha-usaha tersebut tidak memiliki legalitas 

usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), bahkan 

Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh kecamatan. Terdapat satu usaha kecil 

yang sudah berbentuk CV, usaha tersebut adalah usaha yang telah berdiri lebih dari 20 tahun, 

meski sekarang dikategorikan sebagai usaha kecil, namun usaha ini pernah menjadi usaha 

dengan skala menengah sebelum mengalami penurunan produktivitas di tahun 2014. Padahal 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 

untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dapat diterbitkan hanya dalam 1hari oleh 

kecamatan. Penerbitan izin UMKM adalah instrumen yang digunakan dalam hukum 

administrasi sebagai sarana yuridis oleh pemerintah dalam mengendalikan kegiatan usaha 

warga, mengatur tata ruang kawasan, mengurangi terjadinya persaingan usaha, mengefektifkan 

pendampingan (Tampan et al., 2016). Izin UMKM perlu dimiliki oleh pelaku usaha sebagai 

legalitas usaha yang dapat memberikan kemudahan untuk mengakses modal,akses untuk 

mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, kesempatan untuk memperoleh bantuan 

pemberdayaan dari pemerintah (Wardani, 2017). 

Dilihat dari jumlah tenaga kerja usaha maka usaha mikro didominasi oleh usaha dengan 

tenaga kerja antara 1-10 orang (Gambar 2). Usaha kecil rata-rata tenaga kerjanya berkisar 

antara 1-10 orang yaitu sebesar 90%. Namun ada juga beberapa usaha kecil yang memiliki 

tenaga kerja lebih dari 10 tenaga kerja. Sedangkan usaha menengah didominasi dengan usaha 

yang memiliki tenaga kerja berkisar antara 11-21 orang. Dari 89 usaha alas kaki yang ada di 

Desa Pagelaran terdapat 585 karyawan tenaga kerja yang di dominasi oleh tenaga kerja laki-

laki. Tenaga laki-laki dalam usaha alas kaki bekerja sebagai tukang atas yang bertugas 

membuat upper sepatu dan tukang bawah yang merakit sol dengan upper sepatu. Tenaga kerja 

perempuan bekerja sebagai “tukang dalam” yang bertugas untuk membuat pola upper dan juga 

packing. Pada usaha berskala mikro dan kecil sering kali tukang dalam dilakukan oleh anggota 

keluarga, istri dan anak dari pengusaha alas kaki. Hal tersebut dikakukan untuk menggurangi 

biaya upah yang harus dikeluarkan suatu usaha. Upah yang diberikan kepada tukang atas dan 

tukang bawah dilakukan dengan sistem “borongan” atau sesuai dengan kekuatan produksi dari 

tenaga kerja tersebut yang dihitung dengan jumlah pasang atau satuan kodi (1 kodi = 20 pasang) 

alas kaki yang dihasilkan setiap minggu. Setiap kodi yang dihasilkan akan diberikan upah 

sebesar Rp 15.000,00-Rp 50.000,00. Upah tukang dalam setiap orang berkisar antara Rp 

200.000,00-Rp 300.000,00 setiap minggu, disesuaikan dengan kemampuan pengusaha. 
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Pengupahan dilakukan setiap minggu, sesuai dengan mekanisme produksi yang berakhir setiap 

minggu.  

Penurunan jumlah tenaga kerja terus dialami oleh pengusaha-pengusaha alas kaki 

karena disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah usaha alas kaki. Tenaga kerja yang semula 

hanya menjadi karyawan di bengkel (rumah produksi) yang kemudian ingin meningkatkkan 

penghasilan, maka tenaga kerja tersebut membuka bengkel sendiri. Hal ini kemudian 

memunculkan persaingan usaha dalam mencari tenaga kerja. Tidak adanya koperasi atau 

kelompok pengusaha alas kaki menyebabkan persaingan bebas yang tidak terkontrol dalam 

pengembangan usaha alas kaki di Desa Pagelaran, tidak hanya dalam mencari tenaga kerja, 

namun juga dalam hal pemasaran produk.Padahal adanya kelompok UMKM akan lebih 

menguntungkan dalam pemasaran (Fereshti et al., 2008). Maknun (2016) menambahkan 

bahwa kelompok UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan keterampilan pelaku 

usaha serta dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan produksi 

usaha alas kaki, selain modal dan teknologi (Nicholson, 1995).Kapasitas produksi setiap usaha 

juga bermacam-macam, skala usaha akan menentukan besaran kapasitas produk yang 

dihasilkan. Usaha mikro rata-rata mampu menghasilkan produk kurang dari 50 kodi setiap 

bulan, usaha kecil rata-rata menghasilkan produk sebanyak 50-100 kodi/bulan, sedangkan 

usaha menengah mampu menghasilkan produk lebih dari 150 kodi setiap bulan. Produksi alas 

kaki akan meningkat 50% dari bulan biasa ketika memasuki bulan rajab hingga bulan ramadhan 

(Gambar 3).  

 

 
Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 3 

Data karakteristik produk usaha alas kaki di Desa Pagelaran 

 

Jenis produk yang dihasilkan oleh usaha alas kaki di Desa Pagelaran meliputi sepatu 

balet (flat shoes); sandal perempuan (wedges, heels); sepatu olahraga; sepatu dinas; sepatu dan 

sandal laki-laki; sepatu dan sandal anak-anak. Jenis sepatu balet adalah produk yang dominan 

dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil yaitu sebesar 36% dan 43%. Hal ini dimungkinkan 

karena proses produksi sepatu jenis balet yang tidak terlalu susah, serta jumlah permintaan 

sepatu yang sangat banyak. Sedangkan usaha menengah mendominasi produk sepatu instansi 

yaitu sebesar 50%. Setiap usaha dapat memproduksi lebih dari satu jenis produk yang 

dikerjakan bergantian sesuai dengan permintaan pasar (Gambar 3). 
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Menurut Nurzamzami dan Siregar (2016) UMKM alas kaki di Kecamatan Ciomas 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu UMKM pengrajin dan UMKM mandiri. 

UMKM pengrajin memiliki bergnatung pada pemberi pesanan terkait dengan permodalan, 

pangadaan bahan baku dan pemasaran. Sedangkan UMKM mandiri memiliki modal sendiri, 

tidak tergantung pada pemberi order. UMKM jenis pengrajin inilah yang mendominasi hampir 

80% usaha alas kaki di Desa Pagelaran. Produk alas kaki rata-rata dibuat berdasarkan pesanan 

dari pembeli, hanya pengusaha sepatu instansi yang memproduksi sepatu dengan sistem stok. 

Hal ini disebabkan karena model sepatu instansi tidaklah bervariasi seperti alas kaki jenis 

lainnya yang produksinya berdasarkan trend permintaan pasar. Selain itu juga kemampuan 

modal yang dimiliki oleh pengusaha yang masih banyak mengandalkan pemilik modal atau 

grosir. Pemilik modal dan toko grosir ini memiliki peran yang sangat penting karena banyak 

pengusaha alas kaki yang sebenarnya hanya menjadi pengrajin. Pemilik modal dan toko grosir 

juga terlibat dalam proses produksi, utamanya dalam hal penyediaan bahan baku.  

Dalam mengakses bahan baku, pengusaha alas kaki hampir tidak pernah mengalami 

kesulitan dalam memperoleh bahan baku, karena jumlah toko pemasok bahan baku di 

Kecamatan Ciomas sendiri sudah sangat banyak. Hanya saja harga bahan baku yang sering kali 

mengalami kenaikan menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha alas kaki. Kenaikan harga 

bahan baku ini sangat berpengaruh pada produksi dan besarnya keuntungan usaha. Bahan baku 

produksi yang dibutuhkan oleh pengusaha sebagian besar dipasok oleh pemilik modal atau 

dengan toko grosir dengan sistem “bon putih”. Dengan bon putih ini maka pengusaha dapat 

belanja kebutuhan bahan baku ke toko-toko di sekitar Kecamatan Ciomas yang telah ditentukan 

oleh toko grosir atau pemilik modal. Sistem ini membuat harga beli bahan baku menjadi lebih 

mahal daripada ketika membeli bahan baku dengan sistem pembayaran langsung. Selain sistem 

bon putih, sebagian pemilik modal juga menyediakan bahan baku produksi, yang kemudian 

bahan baku tersebut harus dibeli oleh pengusaha alas kaki dan produk yang dihasilkan harus 

dijual kepada pemilik modal tersebut. 

Produk alas kaki di Desa Pagelaran sebagian besar dipasarkan ke toko-toko grosir yang 

ada di pasar anyar, toko online dan sebagian dipasarkan ke perusahaan-perusahaan besar seperti 

“Dr. Kevin, St. Yves, Yongki Komaladi, Charlie, dan lain-lain”. Hasil data sample yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pemasaran produk ke pasar anyar dan toko online didominasi 

oleh 100% usaha mikro dan 75% usaha kecil. Hal ini disebabkan karena kemampuan produksi 

yang masih sedikit, dan kemampuan modal yang sangat mengandalkan toko-toko grosir. Toko 

grosir memberikan modal usaha berupa uang muka (down payment) baik secara tunai maupun 

menggunakan bon putih untuk modal belanja bahan baku, sehingga penjualan produk juga 

harus dilakukan kepada toko grosir tersebut. Pemasaran ke pemilik toko online relatif 

menguntungkan pegusaha alas kaki karena modal yang diberikan berupa uang tunai, sehingga 

pemilik usaha alas kaki dapat bebas memilih lokasi untuk belanja bahan baku dengan 

mempertimbangkan harga dan kualitas bahan.  

Sistem pemasaran usaha mikro dan kecil sangat bergantung pada toko grosir dan 

pedagang pengumpul (tengkulak), hal ini disebabkan karena keterbatasan modal usaha-usaha 

tersebut. Sedangkan pemasaran melalui kerjasama perusahaan besar didominasi oleh usaha 

menengah. Perusahaan-perusahaan besar tersebut melakukan pemesanan sepatu kepada usaha 

alas kaki dengan sistem pembayaran giro. Pembayaran giro diberikan dengan jatuh tempo 

pencairan 1 hingga 3 bulan, sehingga kerjasama usaha ini hanya bisa dilakukan oleh usaha 

menengah. Adapun usaha kecil yang memproduksi barang untuk perusahaan-perusahaan besar 

biasanya sistem kerjasamanya dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pemilik modal 

atau tengkulak. Melalui perantara pemilik modal ini maka keuntungan penjualan produk usaha 

alas kaki akan semakin berkurang.Dalam mengatasi jerat tengkulak diperlukan sumber 

permodalan lain dalam pengembangan usaha dengan melibatkan pemerintah atau instansi 

terkait (Ermayani et al., 2010). Selain itu, ketergantungan suatu usaha pada salah satu 
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tengkulak atau toko grosir akan menurunkan daya tawar produk yang dihasilkan dan sewaktu-

waktu dapat mengancam keberlangsungan (Amor et al., 2006). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 48 pengusaha alas kaki di Desa Pagelaran 

terdapat beberapa permasalah penting yang sangat diharapkan dapat disinergikan dengan 

program-program pemerintah khususnya pemerintah desa. Pertama, pengusaha membutuhkan 

bantuan modal dalam pengembangan usaha. Pengusaha berharap pemerintah desa dapat 

memberikan pinjaman bergulir untuk membantu pengembangan usaha. Kedua, pengusaha 

membutuhkan bantuan pemasaran karena pada bulan-bulan tertentu permintaan produk alas 

kaki mengalami penurunan. Padahal kegiatan produksi harus tetap dibutuhkan tidak hanya bagi 

pengusaha tetapi juga tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini pengusaha 

berharap adanya bantuan atau kebijakan pemerintah yang dapat memunculkan kembali 

kegiatan ekspor produk alas kaki dari Desa Pagelaran. Ketiga, harga bahan baku yang selalu 

naik setiap tahunnya tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual, sehingga pengusaha 

membutuhkan program dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah bahan baku. 

Harapan-harapan pengusaha alas kaki tersebut menjadi alternatif usaha yang dapat dilakukan 

oleh BUMDes Harapan Jaya untuk mendukung pengembangan potensi lokal yang ada di Desa 

Pagelaran yaitu UMKM alas kaki. 

 

Pemilihan Unit Usaha BUMDEs Dalam mendukung UMKM 

Pada analisis promethee setiap kriteria evaluasi harus memiliki fungsi preferensi dan 

nilai ambang batas (Ariyani et al., 2016). Tipe preferensi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah usual dan linier. Semua kriteria dimaksimumkan kecuali pada 3 kriteria yaitu resiko 

usaha, modal usaha dan biaya operasional. Penialaian kriteria pada masing-masing alternatif 

dari hasil FGD ada pada Gambar 4.  

 

 
Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 4 

Entri data kriteria pada masing-masing alternatif pada Software Promethee 
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Hasil analisis perbandingan antara usaha penediaan bahan baku, penyediaan dana 

modal usaha dan usaha jasa pemasaran menghasilkan rangking seperti pada Gambar 5. Urutan 

rangking baik berdasarkan leaving flow maupun entering flow menunjukkna urutan yang sama. 

Pengembangan unit usaha jasa pemasaran adalah unit usaha yang paling sesuai dikembangkan 

oleh BUMDes dalam mendukung UMKM. Kemudian diurutan kedua unit usaha peminjaman 

modal usaha kepada pengrajin alas kaki, dan pada urutan terakhir unit usah penediaan bahan 

baku murah. 

 

  

a. Urutan rangking berdasarkan leaving 

flow 

b. Urutan rangking berdasarkan 

entering flow 

Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 5 

Rangking alternatif usaha BUMDes 

 

 

 
Sumber: diolah untuk artikel ini 

Gambar 6 

Kontribusi Kriteria Yang Menunjukkan Kinerja Alternatif Unit Usaha 
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Pada hasil analisis kinerja kriteria untuk masing-masing alternatif terlihat perbedaan 

kontribusi kriteria (Gambar 6). Usaha jasa pemasaran memiliki keunggulan pada hampir semua 

kriteria kecuali pada kriteria biaya operasional. Pada udahal peminjaman dana modal juga 

memiliki keunggulan pada hampir semua kriteria, hanya saja untuk jika usaha ini dijalankan 

profit yang didapat sedikit. Padalah layaknya suatu perusahaan, BUMDes membutuhkan 

keuantungan yang besar untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memerikan kontribusi 

terhadap PADes. Usaha bahan baku unggul pada kriteria profit yang didapat dan rendahnya 

biaya operasional. Namun usaha ini cukup sulit untuk dilakukan karena modal yang dibutuhkan 

sangat besar dan resiko usaha sangat besar. Persaiangan usaha toko bahan baku sangat besar 

karena sudah sangat banyak toko-toko yang menjual bahan baku produk alas kaki. 

Meskipun dilihat dari permasalahan kebutuhan UMKM, aspek pemasaran bukanlah 

masalah prioritas yang harus diselesaikan, namun hal ini masih memiliki keterkaitan dengan 

sistem yang menjerat pengusaha alas kaki. BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai 

lembaga komersial yang mencari keuntungan maksimal dari sumber daya lokal yang dimiliki 

suatu desa dan lembaga sosial yang memberikan pelayanan sosial untuk kepentingan 

masyarakat (Agunggunanto et al., 2016). Dalam hal ini, BUMDes berperan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi UMKM, serta bertujuan untuk mencari keuntungan dari unit 

usaha yang dikembangkan. Keuntungan tersebut semata-mata juga untuk kepentingan kegiatan 

pembangunan desa. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi lokal Desa Pagelaraan adalah usaha 

alas kaki. Pengembangan potensi belum cukup maksimal karena masih ditemukan kendala 

dalam menjalankan UMKM alas kaki. Kendala utama dalam pengembangan usaha alas kaki di 

Desa Pagelaran adalah adanya kenaikan harga bahan baku yang tidak diikuti dengan kenaikan 

harga jual, hal itu membuat keuntungan usaha menjadi berkurang.Adanya persaingan harga 

antara pengusaha alas kaki yang saling merendahkan dalam memasarkan produk. Serta adanya 

keterbatasan modal sehingga permodalan usaha masih terjebak dengan sistem tengkulak.Untuk 

dapat mengembangakan potensi lokal tersebut BUMDes Harapan Jaya harus membentuk unit 

usaha baru yaitu jasa pemasaran produk. Usaha pemasaran meskipun tidak menjawab 

permasalahan UMKM secara langsung, namun sangat terkait dengan sistem permodalan usaha 

alas kaki yang selama ini bergantung pada tengkulak. Dengan membentuk usaha jasa 

pemasaran BUMDes Harapan Jaya juga harus membelikan bantua modal kepada pelaku usaha 

alas kaki untuk dapat berproduksi. Unit usaha pemasaran lebih unggul jika dibandingkan 

dengan alternatif unit usaha lainnya pada kriteria resiko usaha, modal usaha, kesesuaian tingkat 

pendidikan dan keterampilan SDM, kesesuaian unit usaha dengan permasalahanan yang 

dihadapi oleh UMKM, serta basarnya pengaruh unit usaha pada UMKM. Selain itu profit yang 

didapat BUMDes akan lebih besar dibandinkan alternatif unit usaha lainnya jika usaha tersebut 

dijalankan. Sehingga kontribusi BUMDes terhadap PADes juga akan semakin besar sejalan 

dengan besarnya profit yang didapat. 
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